
 

 

KEPALA DESA BRONGKAL 

KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG 

 

PERATURAN DESA BRONGKAL 

NOMOR 06 TAHUN 2024 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONGKAL 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA BRONGKAL,  

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar– 

besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 

telah dibahas dan disepakati oleh BPD serta sudah 

dievaluasi oleh Camat; 

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 44 ayat 

(4) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 

2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam 

hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala 

Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa; dan 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Peraturan 

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan. 



   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indoensia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014  Tentang 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019   Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 186); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara  

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 84 Tahun 2015 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 

3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 



Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 243); 

14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga 

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 569); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan 

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 

Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 



23. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 

tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa; 

24. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Ketahanan Pangan di Desa; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 

tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 

Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 1083); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 

Nomor 1 Seri D), 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026; 

29. Peraturan Daerah Kaupaten Malang Nomor 8 Tahun 

2024 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A) 

30. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Malang No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 25 Seri D), 

31. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 



Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D); 

32. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018  tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 

Nomor 11 Seri A); 

33. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 

Nomor 15 Seri C); 

34. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 128 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 

128 Seri D); 

35. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri 

D); 

36. Peraturan Bupati Malang Nomor 183 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 

202 Tahun 2022 Tentang pendapatan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan 

Desa dan Insentif ketua Rukun Tetangga serta Ketua 

Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2024 Nomor 183 Seri D); 

37. Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 

Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri 

A); 

38. Peraturan Bupati Malang Nomor 185 Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 



Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 185 Seri D); 

39. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 

Tentang Pelaksanaan Transasksi Non Tunai Di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 

135 Seri D); 

40. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Tata Cara Pegalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri B); 

41. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2024 No 29 Seri A); 

42. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2024 Nomor 189 Seri A); 

43. Keputusan Bupati Malang Nomor 1292 Tahun 2024 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun 

Anggaran 2024; 

44. Keputusan Bupati Malang Nomor 1293 Tahun 2024 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 

Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas 

Tahun Anggaran 2024; 

45. Keputusan Bupati Malang Nomor : 

100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 Tentang Besaran 

Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di Kabupaten 

Malang Tahun Anggaran 2025; 

46. Peraturan Desa Brongkal Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Brongkal Tahun 2019 Nomor 3); 

47. Peraturan Desa Brongkal Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Lembaran Desa Brongkal Tahun 2019 Nomor 1); 

48. Peraturan Desa Brongkal Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 



(RPJM Desa) Tahun 2024-2026 (Lembaran Desa 

Brongkal Tahun 2024 Nomor 5); 

49. Peraturan Desa Brongkal Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran 

Desa Brongkal Tahun 2024 Nomor 4). 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRONGKAL 

dan 

KEPALA DESA BRONGKAL 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA BRONGKAL TAHUN ANGGARAN 
2025 
 

  Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2025 terdiri dari : 

 1. 

2. 

 

 

3. 

Pendapatan Desa 

Belanja Desa 

Surplus/Defisit 

 

Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan (a-b) 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan 

Anggaran 

Rp     2.315.014.931,- 

Rp     2.397.655.499,- 

Rp         (82.640.568) 

 

 

Rp          82.640.568,- 

Rp                          0,- 

Rp          82.640.568,-                     

Rp                          0,- 

  Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Lampiran yang dimaksud dalam pasal 2 memuat : 

a. APB Desa; 

b. Daftar Dana Cadangan; 



c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahu 

sebelumnya. 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

landasan pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

Pasal 5 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Brongkal. 

 

  Ditetapkan di Brongkal 

pada tanggal 31 Desember 2024 

KEPALA DESA BRONGKAL, 

 
 
Ttd. 
 

 
WIWIK ROHATI, S.E. 

 

Diundangkan di Brongkal 

pada tanggal 31 Desember 2024 

SEKRETARIS DESA BRONGKAL, 

 
 
Ttd.  

 
 
SELAMET 

LEMBARAN DESA BRONGKAL TAHUN 2024 NOMOR 06  

 

 

 


